LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 51 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA
BUFAT! KONAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106
-~ Feraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe tentang Penetapan dan Fenegasan Batas Deza.
b. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

A5 I id Aala h £ S 3 Y] Aiata Alra narl:
Gimaksua Gawam nurur a tersebut giatas maka peru

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah-Daerah Tingkat i di Sutawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara R! Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dazizh (LN Tzahun
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

.*\nr*nr 3 Tshun 2005 tentang Perubahan atas

‘ | Nomor 32 Tahun 2004 tentang

aerah (LN Tzahun 2005 Nomor 38,

TL!\ I\u,n‘ar 440?) yangt ah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambaran
Lembaran Negara 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembéentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintan Nomor 26 Tahun 2004
tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari
Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara
Tahun 2904 Nomor 103);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000
Nomor 64);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20
Tahun 2000 sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Susunan Crganisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 67):
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Dengan Persetuiuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

TeENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Naiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

'b.) N —

o~

<N

Daerah adalah Kabupaten Konawe;

Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai
Urisur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerincah Daerah  dan DPRD menurut
asas Qionomi dan Tugas Pernbantuan dengan prinsip otonomi
seluas - luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakiian Rakyat Daerah sebagai unsur
nenyelenggara Pemerintahan Daerah,

Daratiiran Naarah voana calaniiifrnus A
reratiran wvaéeran yaig S€aitjudiya ai

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe;
Ctonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan

h
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pemerintahan dan kepentingan masyar (kat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Desa atau vang disebut dengan nama tain, selanjulnya disebut
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum  vang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asat usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan athormati dalam sistim Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adatah
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Desa;

o0
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10. Pemerintahan Desa adaiah penyelenggaraail urdsan
pemenntahan olen remerintah  Desa dan Badan
Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berseblahan baik
barupa batas alam maupun batas buatan.

12. Batas alam adalal unsur - unsur alami seperti guriung, sungai,
pantai, danau dan sel.againva yang dinyatakan atau ditetapkan
sebagai paiitai, danau dan sebagainva yang dinyatakan atau
ditetapkan sebagai batas desa.

13. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar
batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya
varg diryatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

14 Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenanganr suatdy desa dengan desa lain.

15. Penetapan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan
dengan memberikann tanda batas desa secara kartometrik di
atas suaiu peta dasar yang disepakati bersama.

16. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan
dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil
penetapan bersama.

17 Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan
penyempuinaan batas - batas desa.
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18. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan

tau buatan manusia vyang berada dimuka bumi digambarkan
ja suatu b:dang datar dengan skala, penomoran, proyeksi

gecreferensi (dasar penetapan rupa bumi) tertentu.

Skala ada lah perbandingan ukuran jarak suatu unsure di atas
peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan
tesaran perbandingan.

20. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa
yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas,
garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

21. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan unsur batas dan
unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan
{(penamaan pulau-pulau kecil) dan transportasi.

22. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal - hal yang meliputi
pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari
hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil
ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GFS,
Poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan
memanjang pada penyelenggaraan batas wilayah.
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BAB I
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa  untuk memberikan
kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai
acuann dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan
batas desa secara tertib.
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Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 3

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian
dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis
batas secara katometrik diatas pcta dasar.

Pasal 4

(1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan
dokumen penetapan batas, pelaczkan garis batas, pengukuran
dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta garis
batas dengan koridor tertentu.

(2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap
pertu.

(3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimara dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi (ilmu
tentang air tanah).

(4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar aesa yang
berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penegasan batas desa sebagainana dimaksud dalam pasal
4 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
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BAB I
TiM PENETAPAN DAN PENEGASA BATAS DESA
Pasal &

{1) Untuk menentukan batas desa di kabupaten Konawe dibentuk
Tini  Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati konawe.

(2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1; wajib berkoordinasi dengan Tin:
Penegasan Batas Daerah Kabupaten Konawe.

(3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi
teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :

a. Kecamatan;
b. Pemerintahan Desa; dan
«. Tokoh Masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.

(4) Unsur Instansi Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) antara lain yaitu :

a. Unit Tata Pemerintahan;
b. Eappeda;

Kantor Pertanahan;

Kantor Pajak, Bumi dan Bangunan;

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Tata kuang dan Tata hota ;

Lain-lain.

@O on

Pasal 7

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimakstid

dalam pasat 6 ayat (1) mempunyai tugas :

a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum
lainnya yang berkaitan dengan batas desa;

b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum terwulis maupun
sumber hukum tain untuk menentukan garis batas sementara di
atas peta;

Print @ Syarman Bag. ! lukum



c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan
batas desa;

d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas
desa;

e. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;

Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan

Beianja Daerah Kabupaten Konawe untuk pelaksanaan

penetapan dan penegasan batas desa,

Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas

desa kepada Bupati Konawe dengan tembusan kepada Gubernur.

—h
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BAB iV
PENEGASAN BATAS DESA
Pasal 8

{1) Desa yang telah melakukan penetapan dan penegasan batas
desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa
yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan
Penegasan Batas Desa.

(2) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya
disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Camat.

{3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi
oich Tiin Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui
oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan  untuk
mendapatkan pengesahan dari Bupati Konawe.

(4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati Konawe tentang Batas
Desa.
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BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

(1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan
diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
(2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang
berbeda diselesaikan secara musyawarah vyang difasilitasi oleh

unsur pemerintah Kabupaten Konawe.

(3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan
ditetapkan oleh Bupati Konawe dan keputusannya bersifat
final.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan
penegasan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Konawe.

{2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan melalui pemberian
pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.
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BAB Vil
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa

dibiayai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Konawe.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

(1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dapat ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Konawe.

(2) Keputusan Bupati Konawe sebagaimana cimaksud pada ayat
(1), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat
setempat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang beium diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Bupati Konawe.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempctannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 14 Januari 2008

BUPATI KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS
Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 18 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH,
T.T.D
MUSTARI. T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2098 NOMOR 51

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

H. ALIF BARI, SH
NIP. 700 005 950
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LAMPIRAN | : PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TANGGAL 4 januari 2008

PROSEDUR PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

I Tim penetapan dan Penegasan Batas Desa (selanjutnya dalam
peraturan ini disebut Tim) adalah Tim yang dibentuk oleh
Bupati/Walikota. Tim ini bertugas melaksanakan penectapan dan
penegasan batas desa.

il Prinsip Penetapan Batas Desa
Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas dilakukan
secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati. Proses
penetapan ini terdiri dari atas tiga tahapan kegiatan, antara lain :

A,
B.
C.

Penelitian Dokumen Batas
Penentuan Peta Dasar
Fembuatarn Peta Desa Secara Kartometrik diatas peta dasar

Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen Batas

1.

Dokumen batas yang perli disiapkan adalah perurdang-
undangan dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan
batas desa yang bersangkutan.

. Selain ketentuan pada butir 1 (satu) diatas, cokumen batas

tainnya yang pertu disiapkau, antara tain adaltah :

a) Peta administrasi desa yang teiah ada

b) Peta desa yang sudah ada

c) Peta lainnya, seperti : peta rupabuini, peta topografi,
peta paja bumi dan bangunan, peta pendaftaran
tanah, peta laut dan citra satelit.

A |

12 ¢
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N

ahap Kedua : Penentuan Peta Dasar

f ng dapat digunakan untuk menggambarkan
batas desa secara kartometrik dapat menggunakan peta
rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan,
peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
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Sebagai kesepakatan penggunaan peta desa secara
kartometrik dibuat berita acara.

C. Tahap Ketiga : Pembuatan Peta Desa Secara Kartometrik

1
i

Pembuatan peta desa secara kartometrik dibuat sesuai
spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.

Peta penetapan batas desa akhir yang dihasilkan
mempunyai spesifikasi pemetaan seperti tabel i bawah ini :

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Pemetaan Wilayah Desa

No Jenis Persyaratan

1 | Datum Horisonta! DGN 95

2 | Elipsoid Referensi WGS 1984

3 | Skala Peta 1:1.000-1:10.000

4 | Sistem Proyeksi Peta Transverse Mercator (1M)
Universal Transverse

5 | Sistem Giid Mercartor (TM) dengan grid
geografis dan metrik

|

Penentuan garis batas sementara di atas peta
Penentuan garis batas sementara adalah rnenentukan garis
patas desa di atas peta yang sudah disepexati yang

dilaksanakan paca :
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1) Tanda/simbol batas yang tertera di atas peta, baik

batas administrasi maupun batas kenampakan detail laii

di peta. e

Koordinat titik batas vang tercantum daam donumen

batas desa.

3) Nama-nama geografis dan unsur georafis sepanjang gan is |
batas dan unsur alam, buatan inanusia, maupun Lnsur‘ !
administratif.

4) Jika tidak ada tnda-tanda batas yang tertera:
sebelumnya maka penentuan garis batas sementara di °
atas peta ini dilekukan melalui kesepakatan.

TR

IND

HE Prinsip Fenegasan Batas
A. Batas desa terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia
B. Jika dasar hukum untuk penegasan batas desa belum ada atau
belum jelas, maka diterankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Menggunakan Batas Alam | @
Penggunaan bentuk dalam sebagai batas desa memudahkan . -
penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang |
banyak pilar batas. Bentuk alam yang umum digunakan
sebagai batas desa adalah sungai, watershed dan danau.

a. Sungai ‘
1) Garis batas pada sungai adalah garis imajiner (oans
putus-putus, seperti gambar 1) yang berada ci
teiigah yang membagi dua sama besar lebar sungai
tersebut dijadikan sebagai garis batas.

Desa A

1 (PKB)
Filar Konirol Batas ~___

Gambar 1
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Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada
gambar 1, yaitu Pi dan P2 dipasang pilar untuk
mengetahui awal/akhir perpotongan garis batas
dengan sungai .eisebut. Pemasangan pilar harus
pada lokasi yang stabil. Pilar batas tidak dapat
dipasang tepat diperpotongan garis tengah sungai
dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi
tanahnya labil. Jarak dari pilar P1 diukur ketepi
sungai terjauh, seria arahnya juga diukur. Demikian
pula untuk pilar P2.

Dalam kondisi tanah yang labil, pilar dipasang cukup

jauhn dari pinggir sungai sehingga pilar tersebut

bukan merupakab pilar batas tetapi sebaga: pilar
kontrol batas (PKB)

3} Dalam ccntoh seperti Gambar 1, perlu dilakukan
pengukuran situasi, termasuk pengukuran untuk
penenwuan garis batas sepanjang sungai untuk
pembuatan peta garis batas skaia 1:1.000.

N
Newrs”

b. Watershed (Garis Pemisah Air)
Pada umumnya batasyang menghuburgkan ancara
gunung menggunaxan priiisip watershed (lihat gambar 2)

Watershed

\-—7 Gunung B

WILAYAH B
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Garis batas pada watershed merupakan garis imajiner
yang dimulai dari puncak suatu gunung (A), mengikuti
punggung-punggung  bukit vang nengarah  kepuncak
gunung berikutnya (B). Pada gambar 2 dapat dilihat
dengan jelas garis pemisah air yang tependek adalah
garis putus-putus yang menghubungkan Gunung A-Q-'
Gunung B. Watershed yang terputus yeng dihubungkan
dengan garnis lurus atau disepakati bersama.

Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada

watershed sebagai berikut :

1) Garis tersebut tidak bolen memotong sungai.

2) Jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka
batasnya adalah garis pemisah air yang terpendek.

Danau
Danau dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu witayah
darat dan wilayah air.

1) Wilayah Darat
Yang masih dianggap wilayah darat adalah batas air
surut yang terendah.

2) Wilayah Air
Pembagian wilayah air dapat dilakukan sebagai
berikut :
a) Seluruh darnau masuk ke szlah satu desa, dengan
demikian tepi danau yang merupakan batas, atau
p) Danau merupakan batas antara dua desa.

Desa A . . Pilar Batas

Pilar Batas Desa B

Ganoar 3



Garis batasnya adalaj garis lurus yang
menghubungkan P1 dan P2. P1 dan P2 adalah
Pilar batas yang dinasang di perpotongan

batas dengan tepi danau, atau terdapat lebih dari
dua desa yang berbatasan dengan danau
tersebut, berlaku menurut peraturan daerah atau
kesepakatan yang telah ada di antara dua desa

yang berbatasan.
2. Menggunakan Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai batas desa
antara lain; jalan, jalain kereta api dan sawran irgasi.
Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan
kanal, dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas
wilayah anatra dua desa vyang berbatasan sesuai

a
Lr or.all'_st'_.n Ain Anoca viana hark
nco CP nawGit uyua ucaoa a 5 C U

a. Jalan
1) As Jalan o
_ Caris batas
Desa B 5
pPK B L7 /
e R R N i Desa C

Desa A

/ 5 Garis perpotongan batas tiga desa

(Gambar 4

Untuk jelan yang digunakan sebagai batas seperti
pada Gambar 4, maka garis batasnya adalah
perpotongan as/sumbu jalan tersebut. Untuk
mengetahui as jalan maka perlu dipasang Pilar
Kontrol Batas (PKB) terutama pada belokan jalan,
atau paGa peipotengan jalan untuk menentukan
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posisi garis batas (as jalan tersebut , kemudia diukur

t, : e Falxey randrile 1 ] s ot S
ke dua tepi jalan untuk mengetahu tebat

///, -7 Garis batas
Ld C .7
e E g

2atac
Laiad

N - Desa C
Garis perpolon2ail 04tas dga

desa

Gambar 5. Titik P1 merupakan
perpotongan garis batas 5 desa

Khusus untuk batas ang terletak di cekitar pertigaan
jalan seperti Gambar 5, mzka perlu aitempatikan
Pilar Kontrol Bztas danPilar Batas untuk menentukan
posisi batas di pertigaan jalan tersebut. Penempatan
pilar-pilar-  harus memperhatikan  kemungkinan |
adanya pelebaran jalan. Selanjutnya, dilakukan
pengukuran jarak dan sudut dari ke-3 pilar tersebut
ke titik perpotongan garis batas antara desa A, desa
B dan desa C di titik P1.
Daiam contoh seperti Gambara 4 dan Gambar 5 perlu
dibuatkan peta situasi dengan skalan peta 1 : 1.000.

b. Jalan Kereta Api
Uniuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama
dengan penetapan / pemasangan tanda batas pada jalan
(Lihat Gamar 6).

. ; 18 |
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Desa A
LIpke {Pilar Kontro! Batas

Garis batas desa

1
U PKB (Pilar Kontrol Batas
Desa B

Gambar 6. Jalan Kereta Api Sebagai
Batas Desa

c. Saluran lrigasi
Untuk sawran irigasi prinsip penegasan batas sama
dengan grinsip penegacan batas pada sungai.

V. Tahap Kegiatan Penegasan Batasa Desa

T W

A. Tahap kegiatan penegasan batas desa di lapangan diiakukan

oleh Tim Penetapan don Penegasan Batas Desa. Pada
pelaksanaan di lapangan Tim dapat menunjuk atau dibantu
oleh Itm Teknis.

B. Tahapan kegiatan penegasan batas desa meliputi :
Penggunaab dokumen penetapan batas

Pelacakan batas desa

Peinasangan pilar batas desa

Pengukuran aan penentuan posisi pilar batas desa
Pembuatan neta desa

Ul B W N -

Setiap kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dalam
formulir yang diisi oteh pelaksana dan disyahkan cleh
pejabat vang berwenang.

C. Apabila tidak diperolej kesepakatan terhadap hasil setiap
tahap kegiatab penegasan batas, akan diselesaikan cleh Canat,
Bupati/Walikota, dan Gubernur sesuai denngan tingkat
permasalahan yang timbul diwilayah tersebut.

- . 1 9
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{. Tahap kesatu : Penggunaan Dokumen Penetapan Batas
a

a} Tim beranggotakan dari pemerintah Kabupaten/Kota,

Kecamatan dan desa serta masyarakat.

Tim ini melakukab pengkaiian terhadap dasar hukum

tertulis dan yang berkaitan dengan batas desa.

c) Jika tidak ada sumber hukum tertulis maka anggota tim
bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru
dalam menentukan batas desa.

d) Menentukan metode pelacakan, pemasangan pilar
batas, pemgukuran dan penentuan posisi pilar batas dan
pembuatab peta desa.

e) Menyiapkan formulir-formulir dan peta kerja serta
penentuan koordinat pilar batas diatas peta kerja.

f) Berdasarkan hasil pengkajian dokumen dibuatkan berita
acara penelitian dokumen batas desa {lihat Form 1j}.

-
S

TR

Dalam hal tidak terdapat dokumen batas desa,

dibuatkan berita acara kesepakatan batas desa.

. Tahap Kedua : Pelacakan Batas Desa

Pe'acakan batas lapangan (reconnaissance) adalah kegiatan
lapangan untuk menentuken letak b2tas daerah secara
nyata di lokasi sepanjang batas daerah berdasarkan gans
batas sementara pada peta atau berdasarkan kesepakatan
hasil penelitian dokumen dan penetapan sebelumnya.

Kegiatan pelacakan garis batas dilapangan metiputi :

a) Menentukan letak batas secara nyata dilokasi
berdasarkan garis batas sementara atau berdasarkan
hasit kesepakatan.

b) Kegiatan pelacakan dimulai dari titik awal yang
diketahui, kemudian menyusuri garis batas sampai
dengan titik akhir sesuai dengan peta ke ja

c) Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang
batas sementara berupa patok kayu yang dicat dengan
warna merah untuk rmemudahkan pemasangan pitar-
pilar batas sebagai batas tetap.
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D ' melakukan pelacakan batas desa dilapabgab Tim |
Tekms dapat mengikutsertakan aparata desa antara lai

tol pe Y Masy qi«at dan badan Permusyaw 'a{atan
n 3= 4 o |

(Data Sqrve1 Pelacakan, Form. 2) dibuatkan berita acara
hasil pelacakan batas desa yang ditandatangani olej
kepala desa yang berbatasar dan Ketua Tim (Form. 3)

3. Tahap Ketiga : Pemasangan Pitar Batas Desa
a) Pembuatan dan pemasangan pilar batas desa ditujukan
untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar
desa sesuai dengan kesepakatan vang telah ditetapkan
sebelumnya.

D) Jernis-jenis pilar batas desa adatah :

1) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar batas yang
dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik
awa!, akhir dar batas, dar; atau pada jarak tertentu
disepanjang garis batas
Pilar Batas Antara {(PBA}, y. ilar batas yang
dirasang diantara PBU dengan tujuan untuk
menambah kejelasan garis batas antara dua desa
atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkai
perlu untuk dipasang PBA.

3) Pilar Kontrol Batas (PKB), yaitu pilar yang dipasang
disekitar bats desa dengan tujuan sebagai petunjuk
keberadaan batas desa. Pilar Kontrol Batas dipasang
sejubungan pada batas yang dilmaksud tidak dapat
dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak
memungkinkan (seperti pada kasus sungai atau jalan
raya sebagai batas) atau keadaan tanah yang labil.

S
S

¢} Ketentuan untuk kerapatan pemasangan PBU, PKB dan
PBA disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
dilapangan.

21
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d) Pemasangan pilar batas harus memenuhi kntena
sebagai berikut :

1) Ditempatkan pada kondisi tanahyang stabil, ;

terhindar dari erosi gan abrasi. i

2) Nudah ditemukan dan mudah dijangkau. |

3) Aman dari gangguan aktivitas manusia maupun |

~

ﬁ*-uwwm

binatang. s

4) Punya ruang pandang ke{anglt yang relatif terbuka |
{untuk pilar batas yang akan diukur dengan metode
Global Positicn System).

e) Ketentuan pemasangan pilar adalah sebagai berikut :

1) Sebagai tanda pemisah batas desa dipasang pilar tipe
D dengan ukuran 20 cn panjang, 20 cm lebar dan 25
cm tinggi di atas tanah dan kedalaman 75 cm di
bawah tanah.

2) Jika dipandang perlu di antara dua PBU dapat
dipasang PBA sesuai dengan kebutuhan dan kondisi .
@apangan. PBA pada btasa desa desa dipasang dengan

ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar, 20 cm tinggi di | L

Atas tanah dengan kedalam 40 cm di bawah tanah.

3) Pada setiap pilar harus dipasang brass tablet nada
bagian atas pilar sebagai identitas dari pilar. Snlaln
itu harus dipasang satu buah plak pada salah satu
dinding pilar yang merhadap ke arah utara sebagai |
ketcrangan tentang pilar batas wilayah dua atau |
lebih desa. Pada nlak harus d:tulis nama-nama desa |
yang berbatasan. |

4) Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam |
berita acara penetapan/pemasangan pilar batas desa |
(lihat form 4) yang ditandatangani Kepala Desa yang
berbatasan dan diketahui oleh Ketua Tim. |

4. Tahap Keempat : Pengukuran dan Penertuan Posisi Garis

Baias Desa
a) Pengukuran Garis Batas Desa

1) Apabila diperlukan dilakukan pengukuran garis batas.

2
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2) Pengukuran garis batas yang dimaksud adsah
pengukuran situasi detail sepanjang garis batas
cengan koridor tertent

Pengukuran detait r**tam‘(an dengan metode poligon

dan tachimetni.

4) Data yang berupa deksripsi pilar-pilar batas dan
titik-titik pada garis batas di dokument ‘v\a
bersama buku ukur dan Berita Acara kesepakat
batas desa yang ditandangani oleh pihak-pihak yana
berbatasan.

(WN]
S

b) Penentuan Posisi Pilar Batas Desa

1) Setelah pemasangan pilar batas desa selesai
dilaksanakan segera dilakukan pengukuran
penentua'\ ,cmsm_~

2) Standar ketelitian koordinat pilar batas desa
{simpangan baku) adalah :
- Untuk PBU dan PKBU + 5 cm
- Untuk PBA dan PKBA =5 zm

Untuk menghasilkan keteliticn seperti tersebut di
ata-, pengukuran dilakukan dengan
metodepengukuran GPS menggunakan perlatan GFZ
tipe geodetik. Apabila tidak ~memungkinkan,
pengukuran dilakukan dengan meode poligon dengan
nengikatkan minimal pada satu titik kontrol
horisontal nasional (sehingga koordinat yang
dihasilkan dalam sisteri referensi nasional, yang saat
ini menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 {DGN
99)-

Taliap retima © rembuatan Peta Desa

Peta harus dapat menyajikan infermasi dengan benar sesuai
dengan kebutuhannya. Untuk setiap peta harus memenuhi
cpesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang
disajikan.

w

A
W)
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aj Asp@tx Asaex Spesifik:
1) i

e) BenwK ;:Hm ajian . hard copy atau digitat
7} Aspek Geometris
a) Skala/resolusi.
b) Sistem proyeksi peta yang digunakan.
c) Ketelitian pianimetris (X,Y} dan tinggi di atas
permukaan laut.
3) MEtocdc Pemetaan Batas Desa
a) Diambil dari peta yang sudah ada, atau
b) Pemetaan secara terestris, atau
C) Pemetaan dengan metode yang tain
{fotogrametnis)

V. Spesifikasi Teknis Pilar Batas Desa
A. Berntuk dan Ukuren ruar batas
Pilar Batas Desa berukuran panjang = 20 cm, lebar = 20 cm,
tir ggi dari permukaz: tanah = 25 ¢n dengan kedalam = 75 cm.
Uraian bentuk, ukuran, konstruks: dan ranghaian besi/tulang
capat dilihat pada Gambar f berikut ini. |
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TAMPAK DEPAN TAMPAK BELAKANG

(a) Konstruksi Pilar
Gambar 8
Pilar Tipe D — Batas Desa

KONSTRUKSI
: 20 -

Perbandingan :
Semen : Pasiv . Berat=1:2:3

| . o :
15 - N
PO, ST L« T O T

Satuan dzalam em

60

{b) Rangkaian Besi

o
N
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Satuan dai>m cm
Tampak sa:nping

Gambar 9 Brass Tablet. (terbuat dari kuningan)

Plak untuk pilar Batas Desa

"4 «OTABOGOR

MILIK NEGARA
DILARANG MER''SAK DAN
MENGANGGU TANDA INI

Batas Desa
Kd. Warirgin — Kd. Jaya

>
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Satuan dalam ¢m

Gambar 10. Plak, terbuat dari kuningan

C. Jenis Bahan / Material _
Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat Pila
Batas Tipe D adalah sebagai berikut :

i) material Esten

a) Semen :17ak

b) Pasir : 1/ Kubik
c) Batu Fecah : ¥4 Kubik
G) Besi Beton, aameter 6 mm  : 23 meter

2) Cetakan / Begezting
Kayu yang dipertukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm cdan
tebal 3 cm, masing-masing sebanyak : 1 buah. :

Cara pembuatan Pi'ar Batas Tipe D adalah sebagai berikut :

1) Buatlah lobang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan
kedalaman 75 cm. Pembuatan lobang tersebut bharus
disesuaikan dengan  wilayah yang berbatasan..
Perhatikan Gambar 11, Gambar 12 dan Gambar 13.
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Gambar 11
Dua Wilayah yang berbatasan
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(zambar

Tiga Wilayah yang berbatasan

3
4
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b ,TA__J "
1
!
v
D

Gambar 13

Empat Wilayan yang berbatasan

reterangan :

A 3,C D : Wilayah Ma<ing-masing
: Bentuk Galian Lubang
: Arah

Khusus untuk kondisi tanah yang labil seperti iawa,
maka pada dasar lobang tersebut dipancangkan kayu
atau paralon agar posisipilar yang akan dicor lebin kuat.

2) Campurlah semua kerikil dan pasir (perhatian : jangan
dahulu dicampur dengan semen).

3) Buatlah rangkaian besi beton yang telah dipotong
dengan bentuk dan ukuran seperti gambar 8.

D. Sistem Penomoran Pilar Batas Desa

\)
O
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"} Batas desa dalam satu kabupaten ’kota

5 [ s A
| PBU || OXXXX || XxxxX |
L | | |
. L -» Kode NOMOor
Kabupaten/Kota
"""" > NP : Nomor Pilar

NP
dari 1-99999

Z) Pilar Batas Desa yang langsung berbatasan dengan desa
terluar dari kecamatan/kabupaten/kota/provinsi otomatis
menjadi Pilar Batas Antara (PBA) dari
kecaritel/ kabupaiei/koia /provins: rersebut.

3) Jntuk lokasi yang tidak dimungkinkan gemasangan PBU
seperti pada wungai. jalen, dan lain-lain maka pBU dlgantv
dengan PKB. :

4) Untuk pilar perapatan, penamannya disesuaikan (PRA,
PKBA). |

Metode Pengukuran Pilar Batas Desa

Setelah selesai pemasangan <elunth pilar batas desa perlu
dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat definitif
yang mengacu pada sistem referensi koordinat nasional. Teknologi
yang umum dilakukan saat ini untuk pengukuran nosisi pilar batas
adalah dengan menggunakan metode poligon atau dapat juga
menggunakan tekrolcgi Global Positioning Systeri (GPS). Agar
niai posisi pilar-pilar batas mengacu ke suatu sistem nasional,
maka pengukuran pilar-pilar batas harsu terikat pada titik kontrol
yang secara teknis mempunyai tingkat ketelitian yang memadai..

30
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Titik-titik  konirol ini dapat fari  instansi  ceknis
pemetaan, antara lain BAKO Departemet E’ j

nn Departemen Kehu U 0
Ga Dara!f-on‘g Kehuyt: nentuan “’:if\(

batas yvang direkomendasikan adlah metods :r;-odgc- dan met
GPS.

A. Metode Poligon
Peratatan yang digunakan adalah alat theodolit dan alat ukur
jarak elektronik (EDM = Electronic Distance Measurement).
Pada metcde poligon, hal yang dilakukan adalah pengukurar

SUQPR;%N?%@F horisontal seperti pada Gambar 14.

2, - . 14
= PRU 2 S i e  Gans

. € __--- v PBU 5

Keteraiigan :
A Pilar referensi (nilai kourdinat diketahui)
| PBU 1 s/d 5 adalah pilar batas
D1 s/d D5. adalah jarak mendatar antar pilar batas
S1s/d S5. adalah sudut poligon pada pila batas
Garis batas desa

Gambar 14. Poligon Terbuka

Pada gambar 14, dinerlukan dua titik referensi (titik ikat) yang
sudah diketahui nilai kocrdinatnya. Sudut-sudut S, S2, S3, 54
dan S5 diukur dengan theodolit, sedangkan jarak-jarak D1, D2,
D3. D4, D1 dan D6 dwkur dengan menggunakan alat ukur jarak
(mosal dengan EDM). Dari hasil ukuran sudut dan jarak dapat
dihitung nilai koordinat setiap PBU, vaitu dengan cara
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melakukan peningkatan ke titik referensi yang sudah diketahui
nilai kocrdinatnva.

. Metode Global Positioning System {GPS)

Metode ini memanfaatkan satelit GPS untukk menentukan

posisi dari pilar batas. Beberapa hal vang harus diperhatikan

dalam penentuan posisi pilar batas desa adalah sebagai
berikut:

1) Pengamatan GP> menggunakan metode relatif. Dapat
dilakukan secara radial dari titik refzrersi yang nilai
koordinatnya telha diketehui dalam cistem  koordinat
nasional ke pilar batas yang dimaksud.

2) Minimal 2 (dua) unit receiver GPS tipe geodetik, single
frequency atau dual frequency.

3) Lama pengamatan tergantung padz panjang base line
(jarak antara PBU dengan titik ikat) seperti Tabel 2
dibawabh ini :

Tabel 2. Lama Pengamatan GPS berdasarkan panjang base
line.

PanjaL?r:;eBase Lama Peﬁ;a;watarl Unutuk Receiver GPS
‘Satu Frekuer:si Dua Frekuensi
1-3Km 15 menit 10 menit
3-5Km 20 menit 15 menit
A 5-10Km 30 merit 2C menit
10 - 20 Km 2 jam 1 jam
20 - 100 Km 4 jam ! 2 jam
100 - 200 Km 6 jam | 3 jam
i
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jarak titik frekuensi nasional cukup jauh dari lokasi
batcs sepArti diilustrasikan pada gambar 15, maka titik
a'es‘erensi tambahan dapat diadakan te {eb.h dahulu.
mudian titik-titik batas dapat diikatkan dari titik
mesens1 yang baru.

('D

Tk 1kat
Desa B GPS nasional

& PBU

L
\ Pening ecara radial

basr:x-rc. pgnuck) dari titik tkat
PBU

Titik fkat

Peningkatan secara radial
(baseline panjang) dari titik 1kat

Desa A Teeeo... / PBU
o Garis batas desa

Gambar 15. Pembuatan titik referensi baru

Vil.  Hitungan Kcordinat

A) Apabila metode poligcn yang digunakan, maka perhitungan
data ukuran menggunakan metide hitungan perataan
sederhana seperti metoda 3owdith.

B) Apabila menggunakan metode GPS maka perhitungan dilakukan
dengan metode perataan menggunakan perangkat hitungan
yang dikeluarkan oleh pabrik peralatan GPS (Commersial
Software).

C) Hasil hitungan diberikan dalam dua sistem koordinat, yzaitu :

1. Koordinat geodetik (lintang, bujur dan tinggi elipsoid) dan
nilai deviasi standar setiap komponen koordinatnya.

2. Koordinat UTM (Utara, Timur) dan nilai deviasi standar
untuk setiap komnonen koordinatnya.

Print @ Syarman. Bag. Hukum



Vill.

Pengukuran Situasi
A. Metode Tachimetn

Apabila dianggap perlu, sepanjany guris batas dapat dilakukan
pengukuran garis batas dengan lebar koridor batas 50 meter ke
sebelah kiri dan 50 meterke sebelah kanan dari garis batas.
Dilanjutkan dengan pembuatan peta wilayah desa dengan skala
antara 1 : 1.000 s.d 1 : 10.000. Salah satu metode pengukuian
untuk pembuatan peta situasi adalah metode tachimetri
dimana objek-objek diukur menggunakan theodolit dan
pengukuran jarak secara optis atau elektronis.

Gambar 16.

Pengukuran Techimetri Sepanjang Garis Batas

Keterangan :
1 dan 1 : titik poligon (tempat berdirinya sintrument)
2, b, c,d.... : Tempat berdirinya rambu garis batas dan
koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan
S0 meter ke sebelah kanan
34
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Yang diukur/dibaca :

csds e S ra . T
Sudut hornisontal {mendatar)
Benang tengah rambui

Sudut vertikal

Jarak antara tempat berdirinya instrument dengan masing-

masing posisi rambu.

Gambar 17.
Pengukuran Techimeri

B. Spesifikasi Teknis Pengukuran Poligon

ini.

Ol

)

Spesifikasi pengukuran poligon seperti pada tabel 3 dibawah,

Uraian

Ketentuan Persyaratan

Selisih bacaan Biasa (B) dan luar

Biasa (LB) dalam pengukuran |<10”
suqut
Jumlah seri pengamatan suatu 7 seri

stdut {minimumn)

Print @ Syarman. Bag. Hukum
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Selisih ukuran sudut antar sesi <5”

Pengeceian kesaiahan Kolimasi Sebelum Peagamatan
Jumlah pembacaan untuk satu | . Kali
| ukuran jarak {(ininimum) -

Sudut jurusan ‘mirimal) Di awal dan akhir jaringan
Pengamatan
menggunakan tinggi
matahari atau dari 2 titik

Teknikpengadan sudut jurusan koordinat referensi dari
badan Pertanahan
Nasicnat {BPN}, Badan
Ptanologi Kehutanan, dtl

Tabel 3. Spesifikasi Pengukuran Poligon

iX. Peta Wilayah Desa
A. Jenis Peta Wilayah ;
Jenis peta wilayah desa dibuat berdasarkan prosedur!
pembuatannya terdiri dari :

1) Peta Hasil Penetapan Batas |
Petah hasil penetapan batas adalah peta batas wilayan
yang dibuat secara kertometrik dari peta dasar yang telah
ada dengan tidak melakukan pengukuran dilapangan. Hal
ini biasanya dibuat pada waktu pemekeran desa.

2) Peta Hasil Penegasan Batas
Pata hasil penegasan batas ada peta batas wilayah yang
dibuat dengan peta dasar yang ada ditambah dengan data
yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan.
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3) Peta Hasil Verifikasi
Peta hasil verifikasi adalah peta batas
dibuat oleh desa dan hasilnya di
(penciitian dan penvesuaian) oleh Tim Pepetapan dan
Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota, sebelum
ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

B. Proses Pembuatan Peta
Proses pembuatan peta desa dapat dilakukan dengan berbagai
cara, antara lain dengan cara pembuatan peta situasi atau
dibuat dari peta yang sudah ada (aiturunkan dari peta digital).

1) Dari Peta yang Sudah Ada

a) Peta desa didapat dari hasil survei penegasan batas
sedangkan 1si peta diperoleh dari peta-peta yang sudah
ada seperti peta-peta dasar, peta pendaftaran tanah,
peta blok, atau berdasarkan foto udara, citra satelit dan
suniber data lainnya;

b) Prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual
atau digital dan jika perlu diadakan penyesuaiar: skala
dengan peralatan (misal : pantograi) atau metode yang
sesuai.

c) Detil yang digambarkan adalah unsur-unsur yang
berkaitan dengan batas desa seperti (okasi pilar batas,
jaringan jalan, perairan, dan detil lainya sesuai dengan
keperluan desa.

d) Pada cara digital, peta dasar tersebut aidigitasi dan
dipilih melalui w@yar komputer untuk digambarkan
kembali oleh alat cetak (plotter, atau printer).

2) Pembuatan Peta Situasi
Banoukyiran antul; nombuctan oats cituasl secara teristis
dapat dilakukan. Skala peta yang disarankan adalah skala
1:1.000. Pengukuran-pengukuran yang diperlukan adalah :
a) Pengukuran kerancka kontrol herisontal menggunakaan

metode poligon dengan spesifikasi seperti pada tabet 3.
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rifikasi oleh Tim Kabupaten/kota dan
telah di setujui cleh Kepaia Desa yang Derbatasan dicetak
daiam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan
pengesahan dari Bupati/Walikota. Peta antar desa yane
merupakan batas artar Provasi dan/atau  batas  antar
Kabupaten/kota  pengesahannya  dilakukan berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Daiam
Negeri No. 1 Tahun 20C$ tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Daerah

nan

rrimaon

Danya ~ ~
1dii ORI HCH

renyimpai H

Seluruh dikumen yang teikaic uengal peiilaan wilayah dess
dibuat ji'.nlah yang cukup dan satah satunya harus diserahkan
ke instansi pencelola arsio (Arsic Daerah). Dolumen terdid
dari:

)

1) Berita Acara penelitian dokumen batas desa

2} Data survei pelacakan

3) Berita‘Acara penetapan/pemasangan pilar batas desa

4) Peta Deca

5) Dokumen lainya yang berkaitan dengan kegiatanbatas desa.

X. Forimat Peta Desa ‘
Pradik akhir dai pekerjaan pemetaan desa adalah peta desa,
yaitu suatu peta skata besar (skala 1:1.000 s/d 1:10.000). Peta
acuan yang dapat dipakai untuk pembuatan peta ini dapat berasal
dari peta Pendaftaran Tanah yang dibuat oleh BPN atau Peta
Paiak Bumi dan Bangunan yany dibuat cleh Direktorat Pajak Bumi
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Berikut contoh format sebuah peta desa.

i
B l Simbol Kabupaten
B
1
C i Judul. skala. nama kab kec des
;
D Diagram Lokasi
Tl ; = [nio temang datum sisiem pro
A (Ist Peta) E : ang P
sisteni gnd. koniur
F Legenda dan Riwayat Peta
G Dafiar Koordinat
H Pengesahan

Gambar 18. Tata Letak Peta Desa

A. Peta dasarnya format dan tata letak peta tersebut masih

bersifat umum. Dalam hal-hal tertentu dapat berubah,
misalnya berubah karena bentuk geografis wilayah desa vang
sedemikicn rupa sehingga bentangannya memerlukan bentuk
kerangka vang khusus.

. Jika jumlah koordinat pilar batas cukup banyak maka
penempatan koordinat titik dari pilar batas tersebut
disesuaikan dengan muka peta yang kosong.
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C. Legenda peta wilayah desa umumnya berupa simbol seperti :

. Simbol A

A; \ B ‘

| s | Sunga

‘, v ;,“ B
; Jalan Raya

«
P

— Jalaf‘ Kereta Ap1

BaLas Provinsi

= 8ata< Kabupaten / Kofa

Batas Kecamatan

__________ Batas Desa

L
i Garis Kontur
2
Nl o

BUFATI KONAWE,
T.T.L

H. LUKMAN ABUNAWAS.

TAMBAHAN LEMBARAN DASRAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2C08
NOMOR : '
UNTUR SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUN}'}ETDA KAB. KONAWE,

| iR~

i AT
| H. Aim: BXDI, SH

NP 709 005 950
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 AMDIRDAR 1§ - “2ATURAN DAERAH
LAMPIRAN 1 FoRATURAN DAL 1

Form 1
SERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
3 o121 7e | SRR (1)
NOWBOE .« oons s soms s s oms s i a {1)
Pada hari ini ..................0 (2) tanggal..... ....... ........ (3) bulan
..................... {4rtahun .................... (D) bertempat di Desa
..................... (6 Keramalale, s ssssisnms mismmnomemern  AF)
Kabunaten/ r\ota e (8) Provinst
........................... (9) *Plah dﬂaksana' an penelitian dokumen-
dokumen batas antara Desa ... (10) dengan Desa
............................. {10) dengan has.l sebagai berikut :
1. Dokumen-dokumen batas desa ..............c.oooll (10) dengan
Desa....iiiiiii (10) yang disepckati adalat. :
S T 11)
5 RS U DRI 1)
C DIBE o sw s oo ooma v 5o s 8 mivvns s 3 5 ¢ s s 5 s 3 8 ok § 08 11)
2. Peta Desa antara Desa ..oooviivvieiiiiiinnn... (10) dengan Desa
...................... (10) yang dipekati adalah :
- P e eeeeaeeeaieeeaan 12)
Bl g e o « g oo s 4 s o s .0 S S 4 5 12)
3. Titik-titik dan garis batas amara DeSA. ... cini. miismsnisme (10)
dengan Desa yang akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah
1) T (13)
2 ) e eeeeeteeeeeeeeiaiiaaaaaa, (13)
BY i vt o e kst AT P A A% B B s 8 (13)
A e v » s s s e s g (13)

5) dan seterusiya

yaitu dengan rnenandai lokasi-lckasi dimaksud pada peta kerja
dengan tinta berwarnah merah. Data lebih rinci mengenai hasil
penelitian dokumentasi batas desa Nomor
................................. (14) teriampir.
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5]

TiM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

vesa | Desa

............ 10) B | . 10)

1 .

cirereeraaeaaaan15) | eeeieinnneanes 15)
2 2.

....................................................................................

................. 15) erase o mmimsnince « SRR 5 LD
Menyetuji... (16)
Kepala Desa

Menyetuji... (16)
Kepala Desa

...............................

.................................................

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN 7 KGTA scvss cussnnennsnnunnnanssamemnssne sws »
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BPETUNJUK PENGISIAN "ﬁ*"ﬂ'
PENELITIAN DOXKUMEN B/

(1) Diisi nomor agenda desa yang berbatasan

(2) Cukup jelas

{3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

(5) “ukup jelas

(6) Diisi nama Desa yang berbatasan. dimana penectitian dokumei-
dokumen batas dilakukan

{7) Diisi nama Kecamatan, dimana penelitian dokumen batas

dilakukan

(8) Diisi nama Kabunaten/Kota dimana penelitian dokumen batas
dilakukan

(9) Diisi nama Provinsi, dimana penelitian dokumen batas
dilakukan

(10) Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua desa yang
berbatasan, harus dincatumkan semua nama desanya

(11) Diisi rama dan jenis dokumen batas desa vang diseoakati

(12) Diisi nama dan jenic peta dasai yang discpekell

(13) Diisi nomer-nomor dan nama-nama titik batas yang akan
dilacak dan dipseng batas. Sistem: penomora harus suacah
aitentukan .ecara sistematis dan terintegrasi (linat Sistem
penomoran, Pilar, putir V.D, lampiran I)

(14) Diisi dengan nomor surat Data Hasil penelitian dokumen batas
Nesa; Contoch : No. .. ....... (seluruh dokumen harus diarsipkan
secara baik dan benar).

(15) Ditardatangani oleh nihak-pihak vang terkait pada jajaran
maisng-masing, desa, tokoh masyarakat kedua desa.

(16) Disetujui olen Kepala Desa yang bebatasan.

(17} Diisi nama jelas dan tanda tangsn Ketua dan Anggota Tim

Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

o
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DATA URVEY PELACAKAN

LOKASt PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA

Antara Desa
dengan
DeSa.. e, e T e R e re e s T T
b [0]710] R s S e PR e (1)
T £ 4.0 ST S —
Terletak di Desa b TR TR * —— (3)
Kecamatan = ........c...... B e o (4)
Kabupaten D - ! so e vowsans (5)
Provinsi - S————Y. | Y (6)
Survey pada tangga B AP —— (7)
Pelaksana SUrvey = = ciccosecsessessimnissmasamaa (8)
.............................. (8)
.............................. (8)
........................... (@)
.............................. (8)
.............................. (8
Peta/ Data yang dvgunakan ............................. (9)
Situasi :
1. Letak Geografis (Bila ada date)
- Lintang P ST S— (10)
- Bujur T Ty (10)
- Tinggi T nsosnbis s SIS B AP (10)
2. Kondisi Tanah
- Jenis tanah : Karang/Pasir/Tanah
Liat/Gambar®) (1)
- Bentuk tanah : Segi Empat/Trapesium/Tak
Beraturn®) (11)
- Keadaan tanhan :
Datar/Miring/ Bergelombang /Bukit (11)
44

Print @ Syarn.an Bag. Hukum



- Tanah diduga bekas Sawah/Ladang/rawa/ianah
Abngunan/Hutan
Lebat™)
- Tanah untuk bangunan : Baik,/Kurang baik tidak baik
tetapi lereng
Terlalu terjal/curam?®)

3. Letak Lokasi

- Jarak dengan jalan terdekat...................: {12)
- Jarak dengan sungai terdekat ................. :(12)
- Jarak dengan perkampungan ................. :{12)

terdekat
- Disekitar tanah lokasi B e o 8 i § R B (12)
terdekat

4. Status Tanah : Tanah Negara/Tanah Milil
Perorangan/Tanah adat wainnya®)

.................................. (13)
Pemegang hak atas tanah © ...l (14)

DATA LOGISTIK

1. Dari Ibu Kota Provinsi : ............ (15) ke Ibu Kota
KEDUDALEN , cvvce woe sonome s sinens sivins b 00 s 5 508 it ' 15 8 5 (16)
Menggunakan sarana transportasi ... (A7
Lamanya .eeeeeneeeeimiiniiiiiiie e (18)

2. Dari lbu Kota Kabupaten : ............ (19) ke lbu Kota
KECAMALAET s+ vere sovoreie srasmcass souramn & wossd 3158 3 58 & Wik 8 s s (20)
Menggunakan sarana transportasi  ................ (1)
LRSI o s mosns s swmes susane s wis » s oo 3 somne o v oinid il (18)

3. Dari lbu Kota Kecamatan : ............ (22) ke Desa (23)
Menggunakan sarana transportasi  ................ (24)
Lamany@ ..ooeeeeeiiiiinieiiiinnianaiaaaeeaceiieaeaenns (18)

4. Dari Desa: cccovveeeenenienn (25) ke Perbatasan (26)
Menggunakan sarana transportasi  ..............o. (27)
LAmMany@ .oooveeeneeeiineiiiieiiiieieiaiieee e (18)

PEMBORONG PERSAHAAN SETEMPAT

45
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.....................................

SIAL BUDAYA

H

Masyarakat/penduduk di sekitar tokasi
2einuxa maSyadiahkat di sekitar lokast :

a. Nama e
Jabatan . S
. Nama S s unsn e mom s el s
Jabatan e e
c. Nama e
Jabatan e e
Keadaan eiicnomi masyerakat @ ..... ..

Keterangan laii: yang diang3an perlu -

*) Coret yang tidak perlu

Drint
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(13 iesa vane berbatasan
i

{4} natan yang bersangkutan

(9) i nama .&ab ‘Va:f:r, yang bersangkutan

(61 Diisi nama Provins, yang bersangkutan

) Cukup jelas
(8) Liici nama petugas survey dan jabatan
) Diisi bilamana ada nama peta/data yang digunakan
(10) Diisi bilaman ada data posisi geografi yang menyatakan hal
tersebut. Posisi pendekatan yang belum axkurat. Posisi yang
de finitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi
teknis.
{11y Cukup jelas, pilib jenisn tanah yang sesuai
{12) Sebutkan berapa peikiraan jairak fokasi rencana penempatan
pilar dari jatan, sungai atau perkampungan yang terdekat
13) Diisivengan -tatus kepemiliikan tanah rencana penempatan
pilar
{14) Sebutkan nama pemegang hak atas tanaii tersebut
(15) Cukup jelas
(15) Cukup jelas
(17) Cukup jelas
(i) Dalam hitungan jam atau hari, tergantung jarak
(19) Cukup jelas
(20) Cukup jelas
1) Cukup jelas
Cukup jelas
y Cukup jelas
(24) Cukup jelas
(25) Cukup jewas
{26) Cukup jelas
(27) Cukup jelas

i
'\L
99
\21
(23
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formasi lain perlu ditulis
{ pembtuatan data
anagn Ketua Tim Pelacakan

Print @ Syarman Bag. Hukum
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BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA

{11117 o {1}

Nomor ..... e eciaereeeeneias {1}
Pada hari ini .................. (2) tanggal..................... (3) bulan
..................... (4)tahun ..................... {5) bertempat di Desa
....................... (6) Kecamatan.......... ................. {7}
Kabupaten/Kota ... .................. A (8} Provinsi
............ ceeeeieeeeeee.. (9), menyatakan bahwe : telah dilakukan
pelacakan lokasi-lokasi untuk pemasangan pilar batas desa:
1 {10)
S (10)
Dl 5 60505 55 £ 450 § B2 5 608 # B # ¢ i o o o i i 4 5 5w e 4 0 8 (10)
. 5 it o308« o o e e e 2 i o S w55 e (10)

5. dan seterusnva

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yeng dicat
warna merah, pilar batas dan lainnya. Data lebih rinci menrgenai
hasil survey pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas

desa, NOMOT & o e (11).
Terlampir
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA |
DEeSa «evvvneninennnnnn. 12) | DESA weveeeaeae e e 12) |
T S S =]
T e, A3) R 13)
2 e 13) 2 e 13)
Menyetuji... (14) Menyetuji... (14)
Kepala Desa Kepala Desa
................................ 12) 3 iR 5 5 § SIS § s § SmeE s 5w T |
.............................. | |
49
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TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN / KOTA ..ccovvivinnninne PP & 153

*} Coret yeng tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA

b

Diisi nomor agenda wilavah yang berbatasan

(1)

{2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

(5) Cukrp jelas

(6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut
dipasang

{7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar tersebut dipasang

&) Diisi nama Kabupaten/Kota, dimana pilar tersebut dipasang

(9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar tersebut dipasang

(1C) Diisi nama lokasi yang dilacak, dongan menyebutkan nama

Dusun/Lingkungan dan naima vesa

(11) Diisi dengan Nomor Surat Data Sur.2y Pelacakan iokasi
Penetapan/Pemasanzan Tana Batas Desa ; contoh : No.

(12) Diisi nama Desa yang berbatasan

(13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran
maisng-masing, desa, tokoh masyarakat kedua desa.

(14) Diisi nama jelas dan Kepala Desa yang berbatasan

{15) Cukup jelas

(16) Diisi nama jelas dan tanda tangan Ketua dan Anggota Tim
Batas desa yang telah dibentuk
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BERITA ACARA
PENETAPAN / PEMASANGAN PILAR BATAS DESA

NOMOF & somns swssmasmnssmie ssws s {1}

NOMOr (iiiiiiiiiieneiceeanen. {1}
Pada hari ini ..................(2) tanggal...................... {3} bulan
..................... (4) tahun ..................... {b) bertempat di Desa
....................... 6) Kecamatan............ccccevvveeeeee.. {7)
Kabupaten/Kcta ... .. ...l (8) Provinsi
........................... (%), berdasarkan Beiita Acara Pelacakan
Batas Wilayah Nomor : ... il (10},
..................................... (13) telah diadakan kesepakatan
penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara
Desa....coveeevnnnii. UV B s s s i 3 5 s s s s o s

(15), dalam bentuk batas buatan dengan nomor pilar sebagai
berikut :

Tos  somm s s sstmws 5 0w 3 s s e R A0 . A 55 803 16)
PN e 6k B B L § A8 § 58 8 6 mik bimsn e o # e e (16)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya
dan masing-masing pihak harus mentaatinya.

Ditetapkan di e (17)
Pada tanggal D eeeeeeeeeae .(18)
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O e S I —

TIM ENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA |

hf:ga e SN SES R L 9\’ ————e ,:,Qg?a; TooTTerTrrTrTrTTTTRT j?) ,,i
LIPS 3 Ao s sommns s cameme s - nomes 20) !
5 + A - ':.}7\./\ B
N D e e B - e Y it ] tI1iT FRVE} ]
Menyetuji... (21} Menyetuii... (21)
Kerala Desa Kepala Desa
................................ . N SRV i
i

TiM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN / KOTA ..ot iiiicieciee e eeeeeees (22)

") Coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN / PEMASAN( AN
PILAR BATAS WILAYAH DESA

(1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan

(2) Cukun jelas

(3) Idem

(4) Ildem

(5) Diisi rama Desa, dimana pilar batas dipasang

{6) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas dipasang

(7) Diisi nama Kabupaten/Kota, dimana nilar batas dipasang

(8) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas dipasang

(?) Diisi nomor Benta Acara Pelacakan Batas Desa

{(10) Cukup jelas

(11) Cukup jelas

(12) Cukup jelas

(13) Cukup jelas

(14) Cukup jelas

(15) Cukup jelas

{16) Diisi nomor-nimir pilar bates yang dipasang sesuai dengan
jumlah pilarnya

(*7) Cukup jelas

(18) Cukup jelas

(19) Diisi nama Desa yang berbatasan

(20) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran
maisrg-masing, desa, tokoh masyarakat kedua desa.

(21) Diisi nama jelas dan Kepala Desa yang berbatasan

(22) Cukup jelas
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(23) Diisi nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Penatapan dan
Penegasan Batas Desa

BIGCATE W
A ST AL IR

T
l.

-
>

H. LUKMAN ABUNAWAS.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN
2008 NOMOR :

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUNpSETDA KAB. KONAWE,

H, ARIZ BAI, SH
NIP. 700 005 950
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